
WALIKOI'A SURAKARI-A 

PERAT'URAN WALIKOI-A SURAKAR1-14 
NOMOR : 5 TWUN 2.010 

TENTANG 

F'ERUBAtiAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOK 22 

TAHIJN 2009 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEI?AH 

TAHUN ANGGARAN 201 0 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOT'A SU RAKARTA. 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan penghasilar, bagi Guri) 

Pegawai Negeri Sipil Daerah sebsgaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 3009 tentany 

Tambahan Penghasilan bagi Guru Fegawai Negeri Sipil, 

perlu diberikan tambahan penghasilan bagi C uru Pegawai 

Negeri Sipil Daerah yang belum menerima tunjangan profesi; 

b. bahwa guna melakukan pembayaran atas tambahan 

penyhasilan bagi Guru Pegawai Negeri :Sipil Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 

Anggaran 2010 perlu dilakukan Perubaha~n Peraturan 

V!alikota Surakarta Nomor 22 Tahun 21009 tentang 

Penjabaran Anggaran F'endapatan dan Belanja Daerah Kota 

Surakarta Tahun Anggaran 20'1 0; 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam h u ~ ~ f  a dan hul-uf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentany Perubahan Atas Peraturari Walikota 

Surakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kol:a Suralcarta 

Tahun Anggaran 2010; 

1. Undang - Undang Nomor 16 T a h ~ ~ n  1950 tentang 

Pembentukan Daerah - Daerah Kota Be,sar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa T i m ~ ~ r ,  Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

lndonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2 .  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - 

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara ReFublik lndonesia 

Tahun 1974 h!omor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik ~ndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang - Undang Nomor 43 Tatiun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 'Tahun 1974 

tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembzran Negara 

Republik Indonesia T a l i u ~  1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembarari Negara Republik lndonesia Nornor 38130); 

3. Undang - Untlang Nomor 12 Tahun 1985 tentanp Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

1985 Nonior 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah d i ~ ~ b a h  d2ngan 

lJndang - Undang Nomor 12 Tahun 199.4 tentar3 Perubahan 

Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahur~ 1985 tentang Pajak 

61~1mi dan Bangunan (Lembaran Negara Repub ik lndonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Ncjgara 

Republik lndonesia Nomor 3569); 

4. Undang - Undang Nomor 21 1-ahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Ncmor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3638); 



5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rep~~bl ik  lndonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten-tang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan L.embarran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4301); 

8. Undang - lJndang Nomor 1 Tahun 2084 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar(2 Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahar~ Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 

9. Undang - Undar~g Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perunda~ig - undangan 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoriesia Nomor 

4389); 

'10 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2034 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawalo Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia lahun 2304 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub'ik lndonesia 

Nomor 4400); 

11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 



12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 ter~tang 

Pemerlntahan Daerah (Lernbarar~ Negara Pep~lblik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahar, Kedua Atas 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negiira Republik 

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara RepubliCc lndonesia Nornor 4844); 

13. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarr~bahai Lerr~barai 

Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 

14. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahl~n 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4586); 

15. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tenfzng Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilar~ Rakyat, 

Dewan Perwakllan Daerah, dan Dewan Perwakilar~ Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 1-ahun 2009 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5043); 

16. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran We~ara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 19;77 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 



Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

21); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indmesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Ne~a1.a Republik 

lndonesia Nomor 4028); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 41 38); 

0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2031 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ~k lndonesia 

Tahun 2001 Nomor 719, Tambahan Lembxan Neyara 

Republik Indonesia Nonlor 41 39); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Kiomor 4416) 

sebagaimana telah diubah beberapa ltali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubaharl Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedud~~kan Protolto~er dan Keuanga,] 

Pimpinarl dan Anggota Dewar! Perwalcilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 471 2); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Utnum (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Non-tor 48, 

Tambahan Lerr~baran Negara Repub!ik lndcnlesia Nomor 

4502); 

23. Peratl- ran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Rep~~bl ik  lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4503); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Kepublik lndonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4574); 

25. Peratilran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indo~iesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahar, Lembaran blegara Republik 

lndonesia Nomor 4575); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2035 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Laerah (Lembaran Negzra Rzpublik 

lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambaha1-t Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibali 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun :ZOO5 Nomor 

139, Tambahan Lembaran :\legara Reputlilc lndonesia 

Nomor 45'77); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg Ira Republik 

Indonesia Tahun 2095 Nomor 140, Tamhahain Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 



Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standair Pelayanar~ 

Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4585); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelznggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lennbaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Le~nbaran 

Negara Republik lndonesia Nornor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Nega1.a Republik Indonesia Nomor 

4624); 

Peraturan Pen~erintah Nomor 39 Tahun 21107 tentang 

Pengelolaan Uang Negara 1 Daerah (L.embaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nom~or 4738); 

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dsn Penyebarluas:m Peraturan 

Perundang - undangan; 

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahc~n 2009 tentang 

Tzmbahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sip~l; 

Peraturan Daerah Kota Surakarta N o m ~ r  10 iahun 2001 

tentang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah 

Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20); 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 T ~ h u n  2004 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta 

(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 200.4 Nornor 9 

Seri A Notnor 5); 



37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Iqomor 26) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan [laerah Kota 

Surakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 'Tahun 2004 

teritang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat U a e r ~ h  (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 

2); 

38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 T a h ~ ~ n  2007 

tentang Sencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 

2007 Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pernerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangltat Ilaerah Kota 

Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 

Nomor 6); 

41. Peraturan Daerah Koia Surakarta Nomor 9 Tahull 2009 

tentang Anggaran Pe~dapatan dan Belanja [laerah kota 

Surakarta Tahun Anggaran 201 0 (Lembaran Ilaerah Kota 

Surakarta Tahun 2009 Nomor 10); 

Mer.:perhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223 / PNIK.07 / 2009 

tentang Alokasi clan Pedoman Umum Da.ia Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Neyer~ Sipil Daerah 

Kepada Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahur~ Anggaran 

2009; 



2. Surat Edararl Menteri Dalam Negeri Republ~k Indonesia 

Nomor 900 / 86 / SJ Tanggal 13 Januari 2010 perihal 

Penganggaran Tarnbahan Penghasilan Bayi Guru PNSD 

Tahun Anggaran 2009; 

3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengainggaran dan 

Pembayaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 untilk Tambahan 

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Claerah Tahun 2009; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLIBAHAN ATAS PERATURAN 

WALIKO'TA SUMKARTA NGMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Per-ijabaran Anggnran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pmggaran 2010 

sebagai ber~kut : 

1. Pendapatan 

a. Semula Rp. 828.634.956.000 ,- 

b. Bertarnbah / 

Berkurang RP. 0 ,- 

Jumlah Pendapatan 

Setelah Perubahan Rp. 828.634.!356.000 ,- 



2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Belanja 

Setelah Perubahan Rp 851.238.8363.000 ,- 

Surplus / ( Defisit ) 

Setelah Perubahan Rp (22.603.880.000 ,-) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

Semula Rp. 18.750.000.000 , -  

Bertambah Rp. 12.985.725.000 ,- 

Jurr~lah Peneriniaan 

Setelah Perubahan Rp. 31.735.725.800 ,- 

b. Pengeluaran 

1. Semula Rp. 9.131.84!j.000 ,- 

2. Bertambah / 

Berkurang RP. 0 ,- 

Jumlah Pengeluaran 

Setelah Perubahan Rp. 9.1 31.84ti.000 ,- 

Pembiayaan Netto 

Setelah Perubahan Rp. 22.603 880.000 ,- 

-- 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun 

Berkenaan 



2 Kptpqtuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut pada Lanipiran Peraturan Walikota yarig 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada langgal diuridangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perigundangan 

Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Surakarta 

pads tanggal 4 PebrClat~ 2010 

I 
WALIKOTA SLIRAKARTA,# 

Diundangkal I 3i Surakarta 

I 2q ?ebldLtr\ 
DAERAH KOTA SURAKAKTA, 

BUD1 SUHARTO 1 
Pembina Tk. I 

BERITA DAERAH KOTA SURAKAKTA TAHLIN 2010 NOMOR 5 


